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GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERITUR LAMPUI{G
NOMoR;A1 3S lVr.O7 lldtld-l2}2s

TENTANG

PEMBENTI'XAN FORUM KOORDIITASI PIMPINAI{ DAERAH
PROVIISI LAIUPTII{G TAHUIT 2023

GT'BERNT'R LAIUPUNG,

a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan,
ketenteraman dan ketertiban masyaralat serta menjaga
terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan
upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah
di Provinsi la.mpung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O22 tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur l,ampung;

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 ter,tarrg Kepolisian
Republik Indonesia sebagaimanz telah diubah beberapoa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerin tahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerrintah Nomor 12 Tahun 2022 ter:.tang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 9O Tahun 2012 tentang Badan
Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahwn 2O2O;

10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi
Intelijen Negara;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2006
tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023;

IEMUTUSXAN:

KEPTTTUSAIY GI'BERIYT'R TENTAI|G PEUBEI{TT'IGN IIORUM
KOORDII|ASI PIUPIITA.IT DAERAII PROVITSI LAMPUNG
TAHTIIY 2023.
Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
La.mpung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran I Keputusan ini.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Untuk membantu kelancaran tugas Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah dibentuk Sekretariat yang bertugas sebagai pelayanan
administrasi, berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam t ampiran II Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab
kepada Gubernur l^ampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi la.mpung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /2 -t - 2023

GTIBERIYTIR LADIPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi lampung di Bandar Lampung;
+. xepala aadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

5. fepala Biro Hukum Setda Provinsi l,ampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan'
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LAMPIRAN I

SUSUNAIT PERSOI|ALIA FORUM TOORDII{ASI PIDTPII{AN DAERAH
PROVINSI LII}IPUNG TAHUil 2()23

KEPUTUSAN GUBERNUR I-AMPUNG
NoMoR : G/35- /vr.o7 /HK/2023
TANGGAL : /O -/ - 2023

Gubernur la-mpung.

l. Ketua DPRD Provinsi I^ampung.

2. Kepala Kepolisian Daerah l^ampung.

3. Kepala Kejaksaan Tingqi Lampung.

4. Komandan Korem O43/Garuda Hitam.

5. Komandan TNI Pangkalan Angkatan laut Lampung.

6. Komandan TNI Lapangan Udara Pangeran
M. Bunyamin.

7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

8. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.

GT'BERITI,'R LAMPUNG,

ARII{AL DJUNNDI

I.

II

Ketua

Anggota
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LAMPIRA}I II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR I G/3J- /v1.O7 /HK/20',23
TANGGAL : /2 -/ - 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung.

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung.

2. Akhmad Salim Indra, S.Sos.,MM (Fungsional Analis
Kebijakan AhIi Muda Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung).

3. Febri Ferdyan, S.lP (Fungsional Analis Kebijakan
Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi l,ampung).

4. Kemas Dedy Kurniawan, S.lP (Analis Pemberdayaan
Mayarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARIr{AL DJUNAIDI

SUSUNAIT PERSON/ILIA SEKRETARIAT FORIIM KOORDINASI PIMPINAN
DA.ERAII PROVIilSI LA}TPT'NG TAIITII{ 2023

I

II

Ketua

Sekretaris

III. Anggota


